PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR “4 TAYUN 2005

TENTANG

M PEMBENTUKAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BCNE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1)
Undang-Undang Nornar 32 Tzhur, 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah

PN ditetapkan dalam Peraturan Oaerah dengan memperhatikan
taktor-faktor tertentu can terpndoman pada Peraturan

Pemerintah,

b. bahwa berdasarkan pe:itimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Orgarisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1374 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 3041) sebzgairnana telah diubah dengan

Unaang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
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Republih Indonesia Tehun 1999 Nemor 39, Tambahan

Lembaran Negzra Republik Indonesia Nernor 3890):

Undang-!Jndanyg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Fenyelenggara
Negara yany PBersih dun Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisrne (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 76 Tarnbahan Lembaran Negura Kepublik Indonesia

Nomor 3851):

Undang-Undang Ncmor 38 Tahun 2000 tentang Pernbentukan
Provinsi Gorontalz (Lerntaian Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indenesia Nomer 4050);

Undang-Undarig Nomor © Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lemburan Ne2gara Republik indonesia Tahur, 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4269);

Undang-Undarg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraiuran Perundang-undangan (Lembaran Negara Refpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tembahan Lembaran Negara

Republik Inconesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Nagara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah cdengar Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C05 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomar 4483,

Undang-Unaang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerirtah Pusat dan Pemerintehan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938)
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8. Peraturan Peraerntah WNomor 25 Tahun 2000, tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Laerah Otonom {l.embaran Negara Republili Indonesia Tahun
2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahui 2003, tentang Pedoman
Organisas: Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Pzarseiujuan Bersama

DEWVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KASUPATEN BONE BOLANGO

Menetapkan

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUEKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB |
KETENTUAN UMUM

rasal 1

Dalam Peraturar Daarah ini yang dimaksud dengan :

W

Daerah adalah Daerah Otonoim Kabupaten Bone Bolango.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyalenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

Dewan Perwakilan Rakyat Ua«rah <elanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Pakyat Daerah sebagai Unsur
ponyelerggara Pemerintahan Dacrah  Kabupaton Bone

Bolango.
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4. Pemerntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonorni dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan piinsin Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasa: Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

6.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Bone

Bolango.

7. Kewerangan adelah kewenangan yang diserahkan ke

Daerah menurut peraturan peruridang-undangan.
8. Badan adelahh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan

Pembtangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
BAB Il
KEDUCUKAN TUGAS DAMN FUNGSI
Pasal 2
Badan merupakan unsur pandukung tugas Kepala Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakar daerah yang spesifik yang
dipimpin oleh seorang Kepala yang Etzsrada di pawah dan

bertanggung jav.ab Fkepada Kepala Daerah rnelalui Sekretaris

Daerah.
Pasal 3

Badan mempdenvai tugas membantu Kepala Dszerah  dalam
penyelenggaraan Pemwrintahan Daeszh di bidang Pererncanaan

Pembangunan.
Pasal 4
Untuk menyclenggarakan tugas sepagaimara dimaksud pada
Pasal 3 dialas Badan memptinyai furigsi
a. Perumlsar kebijakar teknis sesuai dengan lingkup keijanya,
dan

b Pelayanan Panunjang Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah.
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3AB Il
ORGANISASI

Pasal b

(1) Organisasi Bacan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan;
h. Bagian Tata lUsaha
c. Sidang Ekonomi;
d. 3idang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah; dan

f. RKelorpnk Jabatan Fungsional.

(2) Stiuktur Organisasi Badan Perencar.aan Pembangunan Daerah

sabagaimana tercantum pada larapiran Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dain Kepegawaian; dan

b. Sub Bagian Penyusunan Rericana, Evaliiasi dan Pelaporan.
Pasul 7

Bidang Ekonoini terdiri atas

a. Sub Bidang Perencanaar, Perlanian dan Pertambangan; dan

b. Sub Bidang Perencanain Industri dan Jaca.
Facal 8

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pergembangan terdiri atas :

4. Sub Bidang Pengajian Sumber Daya Alarn dan Lingkungan; dan

b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan

Sistem Perencanaan.
Pacal 9
Bidang Tata Ruang dan Presarana VWiiayah terdiri atas :
a. Sub Bidang Perencanaan Sarana azn Prasarana; dan

b. Sub Bidang Pengembanrgan Kewasan.
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Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Bagian Tata Usana, Bidang -

bidang, Sub-sun Bigany ditetabhan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 11

(1) Pada orgariusasi Badan dapat ditempatlkan Pegawai Negeri Sipil

dalam kelornpok Jaibatan Fungsional.

(2) Kelompok Jazpatan Fungsional mempunya' tugas meliaksarakan

tugas-tugas sesuai dengan "eahlian dan kebutunan.
Pasal 12

(1) Kelompok .Jabawan Fungsionzl dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senizr yang berada di bawan dan bertanggung jawab

kepada Kepala gadar.

(2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-

- sub kelompok sizsuai kekbutuhan.

(3) Jumlah Jabatar. Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, janis dan

beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan <esuai

dengan peraturar, perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 13
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Kelompok Jabatan
fungsional ‘wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisas. baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinar. satuan organisasi dalam lingkungan Badan
bertanggung jawabh kerada Kepala Baaan secara berjenjang.
(3) Setiap pirnpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan
berkewajibun memberikan retunjul. bimbingan dan pengawasan
pekerjaan unsur -dnsur pembantu pelaksana yang berada dalam

lingkungan kerjanya.
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(4) Dalam melaksanakan tugasrya 3acan wajib menyelenggarakan

koordinasi secara fungsionai dangzn haik.
Pasal 14

(1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh kepala Daerah.

(2) Kepala Badan berkewajiban merribzrikan petunjuk, membina dan
membimbirigy serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu

dan pelaksana dilingkungan Badan.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Fasal 15

(1) Kepala Badan diangl<at dan dibernentikan oleh Kapala Daerah atas

usul Sekretaris Daerah.

(2) Pejabat-pejabat lainnya diiingkvungan Badan diangkat dan

diberhentikar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenjang jabatan dan kegangkatan serta sistem kepegawaian diatur

sesuai dengan peraturanr perundang-uncangan yang berlaku.
BAB VI
PEMBIAY QAN
Pasel 15

Segala biaya yang timoul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bene Bolango berdasarkan peraturan  perundang-undangen yang

beilaku;
BAB V!I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunyz Peraturann Daerah ini, Keputusan Bupati Bone

Bolange Nomor 3 Tahur 2093 tentanyg Susunan Organisasi dan Tata
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Kerja Lembaga Teknis Deerah Kabupaten Bore Bolango dinyatakan

tidak berlaku lagi.
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau helum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini akan viatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal 18 Juli 2005
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lerabaran Daerah

Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwava
pad1 tangyal 18 Juii 2005
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FENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

' PEMBENTUKAN ORGANISASI DAMN TATA KERJA
BADAN PER=ZNCANAAN PEMBANGINAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

. UMUM

Bahwea sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan Uncerg-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memberixan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggaraikkan Otonomi Daerah yang lebih citekankan pada prinsip-prinsip
Demokras), peran serta inasyarakat pemerataar.  keadilan, serta dengan
mempernatikan potensi dan keanekaragaiman Daerai, saningga dalam menghadapi
nerkembangan keadaan serta tantangan dan cersaingan jlobal, maka daerah dalam
menyelenggarakan Ctonumi Daerah harus didukurg dengan kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan

pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Poten=i yany ada.

Bahwa berdasarkan xewenarngan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Solange dalam membentuk Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

Pemerintahan,admiinistrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa terdasarkan ketentuan Pasal 178 eyat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemeiintahan Daerah make susunan Organisasi perangkat
daerah ditetapkan dalam Peraturan Dacrab dengan memperhatikan faktor-faktor
tetentu dan herpedoman pada Peratuwian Peraerintah, dan berdasarkan
rertimbangan sebagaimana dirnaksud pada hal-ha! yang dielaborasi diatas, maka
Pemerintah Dzerah membentuk Peraturan Daeran ientang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Bacan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

Bolango.
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Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal

Pasa

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

1

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup
10

Cukup
11

Cukup
12

Cukup
13

Cukup
14

Cukup

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

jelas.

Jelas.

jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
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STRUKTUR ORCGANISAS|I DAN TATA KERJA
BADAN PERENCAINAAN PENIBANGUNAN DAERAH
KABUPATEEN BONE BOLANGO
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